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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep manajemen kurikulum dan
pengelolaan dana pembelajaran dalam dua pendekatan berbeda, yaitu sistem sentralistik
dan desentralistik. Pendekatan sentralistik menitikberatkan pada kontrol penuh dari
pemerintah pusat terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum serta
alokasi dana pembelajaran. Sebaliknya, pendekatan desentralistik memberikan
kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah atau satuan pendidikan dalam
pengambilan keputusan pendidikan, termasuk pengembangan kurikulum lokal dan
pengelolaan anggaran. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library
research) dengan menganalisis berbagai literatur, peraturan pemerintah, dan hasil
penelitian sebelumnya yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa masing-masing
pendekatan memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri. Sistem sentralistik lebih
menjamin keseragaman dan pengawasan, namun cenderung mengabaikan kebutuhan
lokal. Sementara itu, sistem desentralistik memungkinkan fleksibilitas dan inovasi
lokal, tetapi memerlukan kapasitas manajerial yang kuat di tingkat daerah atau sekolah.
Penelitian ini merekomendasikan model manajemen hibrida yang menggabungkan
keunggulan kedua pendekatan guna mencapai efektivitas dalam pengelolaan
pendidikan di Indonesia.

Kata kunci: Manajemen Kurikulum, Dana Pembelajaran, Sentralistik, Desentralistik,
Pendidikan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the concept of curriculum management and the administration of
learning funds through two different approaches: the centralistic and decentralistic systems.
The centralistic approach emphasizes full control by the central government over the planning,
implementation, and evaluation of the curriculum as well as the allocation of learning funds. In
contrast, the decentralistic approach grants greater authority to regional governments or
educational institutions in making educational decisions, including the development of local
curricula and budget management. This research uses a library research method by analyzing
various literature sources, government regulations, and relevant previous studies. The findings
indicate that each approach has its own strengths and weaknesses. The centralistic system
ensures standardization and supervision but tends to overlook local needs. Meanwhile, the
decentralistic system allows for flexibility and local innovation, but it requires strong
managerial capacity at the regional or school level. This study recommends a hybrid
management model that combines the strengths of both approaches to achieve effective
education management in Indonesia.

Keywords: Curriculum Management, Learning Funds, Centralistic, Decentralistic, Education



mailto:salsabilashafha@gmail.com1
mailto:agus.pahrudin@radenintan.ac.id2
mailto:srirahmi@ar-raniry.ac.id3

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia
yang unggul dan berdaya saing. Dalam sistem pendidikan nasional, kurikulum menjadi
instrumen penting yang menentukan arah, isi, dan proses pembelajaran. Di sisi lain, dana
pembelajaran merupakan aspek krusial yang mendukung operasionalisasi kurikulum agar tujuan
pendidikan dapat tercapai secara optimal . Pengelolaan kedua aspek ini tidak lepas dari sistem
tata kelola pendidikan yang dianut oleh suatu negara.

Indonesia telah mengalami perubahan paradigma dalam manajemen pendidikan, dari
sistem sentralistik menuju desentralistik, seiring dengan diterapkannya otonomi daerah sejak
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah .
Dalam pendekatan sentralistik, perumusan kurikulum dan distribusi dana pendidikan
dikendalikan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pendekatan desentralistik memberi ruang
bagi daerah dan satuan pendidikan untuk mengelola pendidikan sesuai kebutuhan dan
karakteristik lokal.

Meskipun desentralisasi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas,
dan relevansi pendidikan, implementasinya di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan,
seperti kesenjangan kapasitas manajemen di daerah, kurangnya akuntabilitas, serta ketimpangan
distribusi dana . Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kedua pendekatan
tersebut dalam konteks sistem pendidikan Indonesia yang majemuk.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana konsep manajemen kurikulum dan
dana pembelajaran dalam sistem sentralistik dan desentralistik?, Apa kelebihan dan kekurangan
masing-masing pendekatan dalam konteks implementasi di Indonesia? Dan Model manajemen
seperti apa yang paling sesuai untuk diterapkan dalam sistem pendidikan Indonesia saat ini?,
Oleh karena itu, kajian ini penting dilakukan untuk menganalisis dan membandingkan
pendekatan sentralistik dan desentralistik dalam pengelolaan kurikulum dan dana pembelajaran,
guna memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library
research). Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis
konsep-konsep teoritis dan implementatif terkait manajemen kurikulum serta pengelolaan dana
pembelajaran dalam sistem sentralistik dan desentralistik. Studi pustaka memungkinkan peneliti
untuk mengkaji berbagai sumber referensi seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, serta
hasil penelitian terdahulu guna memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif
mengenai topik yang dibahas .

Sumber data dalam penelitian ini bersifat sekunder dan diperoleh melalui penelusuran
literatur yang relevan. Data dikumpulkan dari berbagai publikasi ilmiah, antara lain buku
manajemen pendidikan, jurnal nasional dan internasional, dokumen peraturan perundang-
undangan (seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional), serta peraturan menteri dan
kebijakan teknis dari Kementerian Pendidikan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara
mengidentifikasi, memilah, dan menganalisis konten-konten yang sesuai dengan fokus
penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan memaparkan,
menafsirkan, serta mengkaji isi dari setiap sumber yang telah dikumpulkan. Selain itu,
pendekatan komparatif juga digunakan untuk membandingkan karakteristik, kelebihan, dan
kelemahan antara pendekatan sentralistik dan desentralistik dalam konteks manajemen
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kurikulum dan dana pembelajaran . Hasil analisis kemudian digunakan untuk merumuskan
rekomendasi yang relevan bagi peningkatan tata kelola pendidikan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Manajemen Kurikulum dan Dana Pembelajaran dalam Sistem Sentralistik dan
Desentralistik
1. Manajemen Kurikulum dalam Sistem Sentralistik

Dalam sistem sentralistik, peran pemerintah pusat sangat dominan dalam merumuskan,
menetapkan, dan mengawasi implementasi kurikulum di seluruh wilayah negara. Konsep
manajemen kurikulum sentralistik bertujuan untuk menciptakan standar pendidikan yang
seragam di seluruh Indonesia, dengan harapan bahwa setiap siswa, di manapun mereka berada,
memperoleh kualitas pendidikan yang setara. Pemerintah pusat, melalui kementerian
pendidikan, menyusun Kurikulum Nasional yang berfungsi sebagai pedoman yang harus
diterapkan di semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga menengah.

Keuntungan dari sistem ini adalah adanya keseragaman dalam kualitas pendidikan dan
kemudahan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum.
Dengan kebijakan yang terpusat, pemerintah dapat memastikan bahwa kurikulum yang
diterapkan memiliki standar mutu yang sama di seluruh Indonesia. Namun, kekurangannya
adalah sistem ini sering kali mengabaikan kebutuhan lokal yang beragam, karena kurikulum
yang disusun tidak selalu dapat disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, atau ekonomi
setempat.

Selain itu, pelaksanaan kurikulum dalam sistem sentralistik juga menghadapi tantangan
terkait implementasi yang terkadang sulit diterapkan dengan baik di daerah-daerah yang
memiliki keterbatasan sumber daya. Meskipun demikian, kontrol dan pengawasan yang kuat
oleh pemerintah pusat dapat meminimalkan kesenjangan kualitas pendidikan di berbagai daerah.
2. Manajemen Kurikulum dalam Sistem Desentralistik

Sistem desentralistik memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dan satuan
pendidikan (sekolah) untuk merancang dan mengelola kurikulum mereka sendiri, dengan tetap
memperhatikan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pendekatan ini berfokus pada
fleksibilitas dan penyesuaian kurikulum dengan kondisi lokal, yang memungkinkan daerah atau
sekolah untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan kebutuhan spesifik mereka ke dalam
pembelajaran . Contohnya, dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), setiap sekolah
diberi kewenangan untuk mengembangkan kurikulum berdasarkan pedoman umum dari
pemerintah pusat, namun dapat menambah atau menyesuaikan materi sesuai dengan
karakteristik lokal, seperti pengajaran bahasa daerah atau budaya setempat.

Keunggulan utama dari pendekatan desentralistik adalah pemberdayaan daerah dan
sekolah untuk mengoptimalkan potensi lokal dan menyesuaikan pembelajaran dengan
kebutuhan spesifik peserta didik. Hal ini dapat menciptakan pendidikan yang lebih relevan dan
kontekstual, meningkatkan keterlibatan komunitas, serta memungkinkan inovasi yang lebih
besar dalam proses pembelajaran. Namun, tantangannya adalah kurangnya kapasitas manajerial
di tingkat daerah dan sekolah untuk merancang dan mengimplementasikan kurikulum yang
berkualitas. Selain itu, desentralisasi juga berisiko memperlebar kesenjangan kualitas
pendidikan antara daerah yang lebih maju dan daerah yang tertinggal.

3. Pengelolaan Dana Pembelajaran dalam Sistem Sentralistik

Dalam sistem sentralistik, pengelolaan dana pendidikan sepenuhnya dikendalikan oleh
pemerintah pusat. Dana pendidikan dialokasikan melalui berbagai saluran, seperti Dana Alokasi
Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang
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semuanya diatur dan disalurkan oleh kementerian terkait. Pemerintah pusat memiliki kontrol
penuh terhadap pembagian dana ini, yang bertujuan untuk menjaga pemerataan sumber daya di
seluruh wilayah Indonesia. Meskipun demikian, mekanisme ini sering kali menghadapi masalah
birokrasi yang panjang dan rumit, serta keterlambatan dalam penyaluran dana ke daerah-daerah
tertentu .

Keunggulan dari sistem ini adalah adanya pengawasan ketat terhadap alokasi dana untuk
memastikan dana pendidikan digunakan secara efisien dan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Namun, kekurangannya adalah keterbatasan fleksibilitas bagi daerah dalam mengelola
dana yang telah dialokasikan. Daerah dengan kebutuhan khusus sering kali tidak dapat
mengalokasikan dana tersebut secara optimal sesuai dengan kondisi lokal.

4. Pengelolaan Dana Pembelajaran dalam Sistem Desentralistik

Sistem desentralistik memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah
atau satuan pendidikan untuk mengelola dana pendidikan. Dalam hal ini, Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) dan dana lainnya langsung dikelola oleh sekolah atau pemerintah daerah. Hal ini
memungkinkan dana digunakan secara lebih fleksibel dan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan
lokal. Namun, kelemahan utama dari sistem ini adalah potensi penyalahgunaan dana, kurangnya
transparansi, dan rendahnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan di tingkat daerah
atau sekolah. Tanpa pengawasan yang ketat, dana yang ada bisa saja tidak digunakan secara
efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan

Keunggulan dari sistem desentralistik dalam pengelolaan dana adalah bahwa dana bisa
dialokasikan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan, misalnya, untuk pengembangan
kurikulum lokal atau peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih sesuai dengan
kondisi setempat. Akan tetapi, kesenjangan antara daerah kaya dan daerah miskin dapat
memperburuk ketimpangan dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa.

Kelebihan dan Kekurangan Masing-Masing Pendekatan dalam Konteks Implementasi di
Indonesia
1. Kelebihan Pendekatan Sentralistik

Pendekatan sentralistik memiliki keunggulan utama dalam hal keseragaman dan kontrol
yang kuat dari pemerintah pusat. Dengan kebijakan yang ditetapkan secara terpusat, kurikulum
yang diterapkan di seluruh Indonesia akan memiliki standar yang seragam, sehingga
meminimalkan perbedaan kualitas pendidikan antarwilayah. Hal ini penting dalam menjaga
pemerataan pendidikan, terutama di daerah-daerah yang mungkin kekurangan sumber daya atau
infrastruktur pendidikan. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan pengawasan yang lebih
mudah dan penilaian kinerja yang lebih konsisten di seluruh wilayah negara. Pemerintah pusat
dapat secara efektif memonitor alokasi dana pendidikan dan memastikan bahwa sumber daya
digunakan untuk tujuan yang tepat.

Namun, meskipun terdapat manfaat dalam hal keseragaman, pendekatan sentralistik sering
kali mengabaikan kebutuhan lokal. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda,
baik dalam hal budaya, ekonomi, maupun kebutuhan pendidikan spesifik. Oleh karena itu,
kurikulum yang disusun oleh pemerintah pusat tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan lokal,
yang dapat menyebabkan ketidakrelevanan materi ajar bagi siswa di daerah tertentu . Selain itu,
sistem birokrasi yang terkadang rumit dan lambat juga dapat menghambat implementasi
kebijakan pendidikan di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang.

2. Kelebihan Pendekatan Desentralistik

Di sisi lain, pendekatan desentralistik menawarkan fleksibilitas yang lebih besar untuk
menyesuaikan kurikulum dengan kondisi lokal. Pemerintah daerah dan satuan pendidikan diberi
kewenangan untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan spesifik wilayah
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mereka. Hal ini memungkinkan penerapan materi pembelajaran yang lebih relevan dan
kontekstual, seperti pengajaran tentang budaya lokal atau bahasa daerah. Selain itu,
desentralisasi memungkinkan inovasi yang lebih cepat dalam pengelolaan pendidikan dan
pemberdayaan guru serta kepala sekolah dalam menentukan strategi pembelajaran yang terbaik.

Keunggulan lain dari pendekatan desentralistik adalah pemberdayaan daerah yang
memungkinkan mereka untuk lebih mandiri dalam mengelola pendidikan, termasuk dalam hal
pengelolaan dana. Dengan demikian, daerah dapat mengalokasikan sumber daya lebih efektif
sesuai dengan prioritas kebutuhan lokal, seperti perbaikan fasilitas pendidikan atau
pengembangan program-program pelatihan untuk guru di daerah tersebut. Namun, kelemahan
terbesar dari sistem ini adalah adanya ketimpangan kapasitas manajerial di tingkat daerah. Tidak
semua daerah memiliki kemampuan untuk mengelola pendidikan dengan baik, terutama daerah-
daerah yang lebih miskin atau tertinggal. Hal ini bisa menyebabkan pengelolaan dana yang tidak
efisien, bahkan penyalahgunaan dana pendidikan.

3. Kekurangan Pendekatan Desentralistik

Selain itu, salah satu kekurangan utama dari pendekatan desentralistik adalah
ketidakmerataan kualitas pendidikan antara daerah yang lebih maju dan yang kurang
berkembang. Meskipun daerah-daerah kaya memiliki kapasitas lebih dalam mengelola
pendidikan, daerah-daerah yang lebih miskin sering kali kesulitan untuk memenuhi standar
pendidikan yang sama. Ketimpangan dalam kapasitas pengelolaan ini dapat memperburuk
kesenjangan pendidikan di Indonesia, yang pada gilirannya dapat menciptakan ketidakadilan
dalam kesempatan pendidikan bagi siswa
Model Manajemen yang Sesuai untuk Sistem Pendidikan Indonesia

Pendidikan di Indonesia memiliki tantangan besar terkait keragaman budaya, sosial, dan
geografis, sehingga diperlukan model manajemen yang dapat mengakomodasi berbagai
kebutuhan lokal sekaligus memastikan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan secara
nasional. Oleh karena itu, model manajemen hibrida yang menggabungkan elemen-elemen dari
pendekatan sentralistik dan desentralistik dianggap sebagai solusi yang paling efektif untuk
meningkatkan sistem pendidikan Indonesia.

1. Pendekatan Hibrida: Menggabungkan Sentralistik dan Desentralistik

Model manajemen hibrida ini berfokus pada pembagian wewenang yang jelas antara
pemerintah pusat dan daerah. Dalam model ini, pemerintah pusat tetap memiliki kewenangan
untuk menetapkan standar nasional pendidikan yang harus diikuti oleh seluruh sekolah di
Indonesia. Standar ini mencakup kurikulum dasar, kompetensi dasar, dan tujuan pendidikan
yang harus dicapai di seluruh Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua siswa,
di berbagai wilayah, mendapatkan pendidikan dengan kualitas yang setara dan memiliki peluang
yang sama untuk mencapai standar yang telah ditetapkan.

Namun, di sisi lain, model ini juga memberikan ruang fleksibilitas bagi daerah dan satuan
pendidikan untuk menyesuaikan kurikulum dan program pembelajaran sesuai dengan
karakteristik lokal. Setiap daerah, misalnya, dapat mengintegrasikan mata pelajaran yang
relevan dengan budaya setempat atau kebutuhan industri lokal yang spesifik. Selain itu, sekolah
juga diberikan kebebasan untuk mengelola sumber daya pendidikan, termasuk dana
pembelajaran, agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah mereka. Hal ini akan
meningkatkan relevansi pendidikan dan memberi kesempatan kepada daerah untuk lebih
berkembang sesuai dengan kondisi setempat.

2. Manajemen Kurikulum yang Fleksibel dan Kontekstual

Model hibrida ini memungkinkan penerapan kurikulum yang berbasis pada konteks lokal,

yang diatur oleh Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Melalui KTSP, sekolah dapat
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mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dengan kondisi daerahnya, termasuk
mengajarkan bahasa daerah, budaya lokal, dan topik-topik yang memiliki relevansi dengan
kebutuhan masyarakat setempat. Namun, untuk menjaga keseragaman kualitas pendidikan di
seluruh Indonesia, pemerintah pusat tetap mengatur prinsip-prinsip dasar dan standar
kompetensi yang harus dicapai oleh setiap siswa. Hal ini memastikan bahwa meskipun ada
variasi dalam implementasi kurikulum, kualitas pendidikan tetap terjaga pada tingkat yang dapat
dipertanggungjawabkan secara nasional.
3. Pengelolaan Dana Pendidikan yang Terintegrasi

Dalam model hibrida, pengelolaan dana pendidikan harus terintegrasi dengan memberikan
kebebasan pada pemerintah daerah untuk merencanakan alokasi anggaran sesuai dengan
kebutuhan lokal, namun tetap diawasi oleh pemerintah pusat untuk memastikan akuntabilitas
dan pemerataan. Sebagai contoh, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat disalurkan
langsung ke sekolah, tetapi alokasi dan penggunaannya harus mengikuti pedoman yang sudah
ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk menghindari penyalahgunaan dana. Pemerintah daerah
juga dapat diberikan kewenangan untuk mengalokasikan dana untuk program-program yang
lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, seperti pengembangan kurikulum berbasis lingkungan atau
program pelatihan bagi guru di daerah-daerah terpencil.
4. Pengawasan dan Evaluasi yang Terkoordinasi

Model manajemen hibrida juga membutuhkan sistem pengawasan dan evaluasi yang
efektif. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat untuk memastikan bahwa semua sekolah
menjalankan kurikulum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Di sisi lain, pengawasan
lokal juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap daerah dapat menyesuaikan kebijakan
pendidikan dengan kebutuhan lokal. Sistem pengawasan yang terkoordinasi ini akan membantu
mendeteksi masalah dan kesenjangan dalam sistem pendidikan, serta memberi kesempatan bagi
pemerintah untuk mengambil langkah-langkah korektif yang diperlukan.
5. Pemberdayaan Guru dan Kepala Sekolah

Dalam model manajemen hibrida, guru dan kepala sekolah menjadi aktor penting dalam
pemberdayaan pendidikan. Dengan memberikan kebebasan kepada sekolah untuk mengelola
kurikulum dan program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan lokal, mereka memiliki peran
sentral dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan
profesional bagi guru dan kepala sekolah harus diperhatikan, baik oleh pemerintah pusat
maupun daerah. Sistem ini memerlukan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah untuk
memastikan bahwa guru dan kepala sekolah memiliki kapasitas manajerial dan pedagogis yang
memadai untuk mengelola pendidikan dengan baik di tingkat lokal.
6. Keunggulan Model Hibrida

Keunggulan utama dari model manajemen hibrida ini adalah adanya fleksibilitas untuk
menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal, sekaligus tetap menjaga standar kualitas
pendidikan secara nasional. Dengan pendekatan ini, sekolah-sekolah di berbagai daerah
memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi lokal mereka dan mengintegrasikan nilai-
nilai setempat ke dalam pendidikan, tanpa mengabaikan tujuan nasional yang harus dicapai.
Model hibrida ini juga memungkinkan adanya inovasi dalam pendidikan, dengan memberikan
ruang bagi sekolah untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih kreatif dan efektif.
Selain itu, dengan adanya pembagian wewenang yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah,
pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia dapat lebih mudah dicapai.

Model manajemen pendidikan hibrida yang menggabungkan pendekatan sentralistik dan
desentralistik merupakan model yang paling cocok untuk diterapkan di Indonesia, mengingat
keragaman sosial, budaya, dan geografis yang ada. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat

6



tercipta keseimbangan antara pemerataan kualitas pendidikan, fleksibilitas lokal, dan
peningkatan relevansi pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Model
ini dapat menjadi langkah penting dalam memperbaiki sistem pendidikan Indonesia agar lebih
inklusif, efektif, dan berdaya saing global.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai konsep manajemen kurikulum dan dana pembelajaran
dalam sistem sentralistik dan desentralistik, dapat disimpulkan bahwa masing-masing
pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan yang memengaruhi implementasi pendidikan di
Indonesia. Sistem sentralistik memastikan keseragaman pendidikan di seluruh Indonesia, dengan
kontrol yang ketat dari pemerintah pusat terhadap kurikulum dan alokasi dana. Meskipun
demikian, pendekatan ini mengabaikan keberagaman lokal dan sering kali terhambat oleh
birokrasi yang kompleks. Sebaliknya, sistem desentralistik menawarkan fleksibilitas yang lebih
besar bagi daerah dan sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dan pengelolaan dana sesuai
dengan kebutuhan lokal, namun menghadapi tantangan dalam kapasitas manajerial serta risiko
ketimpangan pendidikan antar wilayah.

Melihat keragaman sosial, budaya, dan geografis Indonesia, model manajemen hibrida
yang menggabungkan elemen sentralistik dan desentralistik merupakan solusi yang tepat. Model
ini memungkinkan standar nasional pendidikan tetap terjaga, namun memberikan fleksibilitas
kepada daerah untuk menyesuaikan kurikulum dan pengelolaan dana sesuai dengan kondisi
lokal. Dengan pendekatan ini, pendidikan di Indonesia dapat menjadi lebih relevan, kontekstual,
dan efektif, serta meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah negara.
Saran

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, ada beberapa saran untuk meningkatkan
implementasi model manajemen pendidikan di Indonesia:

1. Peningkatan Kapasitas Manajerial: Untuk mendukung keberhasilan sistem desentralistik,
diperlukan peningkatan kapasitas manajerial di tingkat daerah dan sekolah, termasuk
pelatihan bagi kepala sekolah dan guru untuk mengelola kurikulum dan dana pendidikan
secara efektif.

2. Pengawasan yang Efektif: Model hibrida harus dilengkapi dengan sistem pengawasan yang
efektif, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, untuk memastikan bahwa standar
pendidikan yang ditetapkan terpenuhi, dan dana pendidikan dikelola dengan transparan dan
akuntabel.

3. Pemberdayaan Komunitas Lokal: Pendidikan di Indonesia perlu lebih mengakomodasi
keterlibatan komunitas lokal dalam pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran
yang relevan dengan kondisi sosial dan budaya daerah.

4. Fleksibilitas dalam Pengelolaan Dana: Pengelolaan dana pendidikan harus memberikan
ruang bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan untuk merencanakan alokasi anggaran
sesuai dengan prioritas lokal, namun tetap dalam kerangka pengawasan yang ketat agar
tidak terjadi penyalahgunaan.

5. Kolaborasi antara Pusat dan Daerah: Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama
dalam menciptakan kebijakan pendidikan yang holistik dan dapat mengakomodasi
kebutuhan lokal tanpa mengabaikan standar pendidikan nasional.
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